
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indorieaia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24
ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATICIREBON,

Mengingat

Menimbang:

TATACARAPENYUSUNAN
RENCANAKEBUTUHANBARANGMILIKDAERAH

TENTANG

NOMOR 1 TAHUN2023

PERATURANBUPATICIREBON

BUPATICIREBON
PROVINSIJAWABARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023



KEBUTUHANBARANGMILIKDAERAH.
PERENCANAANPELAKSANAANCARA

Menetapkan: PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG TATA

MEMUTUSKAN:

Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talrun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
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Pasal 1
Dalam. Peraturan Bupati rm yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. PemerintahDaerah adalah Bupati sebagaiunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yangmenjadikewenangandaerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam. penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangandaerah.

5. Barang MilikDaerah yang selanjutnya disingkat
dengan BMDadalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
keseluruhan kegiatanyangmeliputiperencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
BarangMilikDaerah.

7. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik
Daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang.

8. Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah yang
selanjutnya disingkat RKBMDadalah dokumen
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

9. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BABI
KETENTUANUMUM
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Pasal 2

(1) Ruang lingkup Perencanaan Kebutuhan BMD
meliputi:
a. perencanaan pengadaan BMD;
h. perencanaan pemeliharaan BMD;

10.PengelolaBarangMilikDaerah yang selanjutnya
disebut PengelolaBarang adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasipengelolaanbarangmilik daerah.

11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala
Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi
pengelolaan Barang Milik Daerah selaku
pejabat pengelolakeuangan daerah.

12.Pengguna Barang adalah kepala Perangkat
Daerah selaku pemegang kewenangan
penggunaan Barang MilikDaerah.

13.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang
adalah kepala unit kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik­
baiknya.

14.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang.

15.Pengurus Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah
pejabat dan/ atau jabatan fungsional umum
yang diserahi tugas mengurus barang.

16.Pengurus Barang Pengelolaadalah pejabat yang
membidangi fungsi pengelolaan barang milik
daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang
yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, dan menatausahakan Barang
Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan
Barang.

17.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan Barang Milik Daerah pada
PenggunaBarang.
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Pasal 4

(1)Pengguna Barang melakukan penelaahan atas
usulan RKBMDPengadaan yang disampaikan
oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada minggu
ketiga bulan MeL

(2)Dalam penelaahan usulan RKBMDPengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna
BarangmengikutsertakanPejabatPenatausahaan

Pasal 3

(1)Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan
RKBMD Pengadaan di lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2)Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling
lambat minggu kedua bulan MeL

Perencanaan Pengadaan Barang MilikDaerah
pada Pengguna Barang

Bagian Kesatu

BABII
TATA CARA PENYUSUNAN

c. perencanaan pemanfaatan BMD;
d. perencanaan pemindahtanganan BMD;dan
e. perencanaan penghapusan BMD.

(2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan
dalam dokumen RKBMDPengadaan.

(3) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan
dalam dokumen RKBMDPemeliharaan.

(4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan
dalam dokumen RKBMDPemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindahtanganan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pemindahtanganan.

(6) Perencanaan penghapusan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan
dalam dokumen RKBMDPenghapusan.
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Pasal 6

Dalamhal tidak ada Kuasa PenggunaBarang pada
Perangkat Daerah, penyusunan RKBMD
Pengadaan dilaksanakan oleh PenggunaBarang.

Pasal 5

(1) Hasilpenelaahan PenggunaBarang atas usulan
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal4 ayat (4)ditandatangani Pengguna
Barang.

(2)Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyampaikankepada Pengguna Barang paling
lambat minggukeempat bulan Mei.

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
untuk melakukan reviu terhadap kebenaran dan
kelengkapanusulan RKBMD Pengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan untuk memastikan kebenaran
data masukan penyusunan usulan RKBMD
Pengadaan yang paling sedikit
mempertimbangkan:

a. kesesuaian program perencanaan, standar
barang dan standar kebutuhan; dan

b. ketersediaan BMDdi lingkungan Pengguna
Barang.

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang
dalam menyusun RKBMDPengadaan pada
tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit
memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama PenggunaBarang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang

darizatau daftar barang pada Kuasa
PenggunaBarang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.
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Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMD Pengadaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMDPemindahtanganan.

Pasal 10

Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang

Bagian Keempat

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMDPengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMDPemanfaatan.

Pasal 9

Bagian Ketiga

Perencanaan Pemanfaatan Barang MilikDaerah
pada Pengguna Barang

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMDPengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMDPemeliharaan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pemeliharaan Barang MilikDaerah
pada Pengguna Barang

Pasal 8

Pasal 7

(1)Pengguna Barang menghimpun RKBMD
Pengadaan dari Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dan menyampaikankepada PengelolaBarang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD
yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.

(3)Penyampaian RKBMDPengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang dilakukan paling
lambat minggukesatu bulan Juni.
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Bagian Kesatu

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pengadaan

Pasal 13

(1)Penelaahan atas RKBMDPengadaan dilakukan
terhadap:

a. relevansi program dengan rencana keluaran
(output) Pengguna Barang;

b. optimalisasi penggunaan BMDyang berada
pada Pengguna Barang; dan

c. efektivitas penggunaan BMD yang berada
pada Pengguna Barang telah sesuai
peruntukannya dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BABIII

TATACARAPENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN
BARANGMILIKDAERAHPADAPENGELOLA

BARANG

Pasal 12

(1)Format usulan RKBMD Pengadaan, RKBMD
Pemeliharaan, RKBMDPemanfaatan, RKBMD
Pemindahtanganan, dan RKBMDPenghapusan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Format hasil penelaahan RKBMDPengadaan,
RKBMDPemeliharaan, RKBMDPemanfaatan,
RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD
Penghapusan pada Pengguna Barang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMDPengadaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMDPenghapusan.

Pasal 11

Perencanaan Penghapusan Barang MilikDaerah
pada Pengguna Barang

Bagian Kelima
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Pasal 14

(1)Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) ditandatangani oleh
PengelolaBarang.

(2)Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimanadimaksudpada ayat (1).

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna
Barang kepada PengelolaBarang paling lambat
minggu ketigabulan Juni.

(2)Penelaahan atas RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memperhatikan:
a. kesesuaian program perencanaan, standar

barang dan standar kebutuhan; dan
b. data barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD
Pengadaanyang paling sedikitmemuat:

a. nama Kuasa PenggunaBarang;
b. nama PenggunaBarang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang

darizatau daftar barang padaKuasa
PenggunaBarang;dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.

(4)Dalam melaksanakan penelaahan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus
Barang Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran
dan kelengkapan usulan RKBMDPengadaan
yang dilaksanakan paling lambat mrnggti
kedua bulan Juni.
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Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap tata cara
Penelaahan atas RKBMDPenghapusan.

Pasal 18

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Penghapusan

Bagian Kelima

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMDPengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara Penelaahan
atas RKBMDPemindahtanganan.

Pasal 17

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemindahtanganan

Bagian Keempat

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMDPengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara Penelaahan
atas RKBMDPemanfaatan.

Pasal 16

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemanfaatan

Bagian Ketiga

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMDPengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap tata cara Penelaahan atas
RKBMDPemeliharaan.

Pasal 15

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemeliharaan

Bagian Kedua
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(5)Format perubahan RKBMD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Penyusunan perubahan RKBMDsebagaimana
dimaksud ayat (1)mengacu pada rencana kerja
perubahan.

(3)Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan
perubahan APBD.

(4)Penyusunan dan penelaahan RKBMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai
dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan perubahan
RKBMD.

Pasal 21

(1)Pengguna Barang dapat melakukan perubahan
RKBMD.

PERUBAHANRENCANAKEBUTUHANBARANG
MILIKDAERAH

BABIV

Pasal20

(1)Hasil penelaahan RKBMDPengadaan, RKBMD
Pemeliharaan, RKBMDPemanfaatan, RKBMD
Pemindahtanganan, dan RKBMDPenghapusan
dari Pengguna Barang ditetapkan menjadi
RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola
Barang.

(2) RKBMD Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
lambat minggu keempat bulan Juni.

Pasal 19

Format hasil penelaahan RKBMD Pengadaan,
RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan,
RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD
Penghapusan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BERITADAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN2023 NOMOR 1

ATENCIREBON,

Diundangkan di Sumber

IMRON

Ttd

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Jan uari 2023

BUPATICIREBON,

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal 22

KETENTUANPENUTUP

BABV
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NIP.

. , 20 ..

Pengguna Barang

USULAN RENCANAKEBUTUHAN BARANGMILIK DAERAH PENGADAAN
PADAPENGGUNABARANG (RENCANAPENGADAAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

A. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN

FORMATUSULAN RENCANAKEBUTUHAN BARANGMILIK DAERAHPENGADAAN, PEMELIHARAAN,
PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 1
TAHUN 2023
TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
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Petunjuk Pengisian :
(1).DiisiNomorUrut.
(2). DiisiNamaKuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Output berdasarkan rencana kerjaSKPD.
(3).DiisiKodeBarang berdasarkan ketentuan penggolongan& kodefikasiBMDyang berlaku.
(4).DiisiNamaBarangsesuai kodepada kolom (3) berdasarkan ketentuan penggolongan& kodefikasiBMDyangberlaku.
(5).DiisiKuantitas barang yang diusulkan.
(6).Diisi Satuan Barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m=):unit; buah; set dan sebagainya.
(7).Diisi Standar Kebutuhan Maksimal dengan data input sesuai ketentuan standar barang & standar kebutuhan yang berlaku.
(8).Diisi Standar Kebutuhan Maksimal sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2);unit; buah; set dan sebagainya.
(9).Diisi KodeBarang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan.
(10).Diisi Nama Barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan.
(11).Diisi Jumlah Barang yang masih dirnungkinkan untuk dioptimalkan (jumlah barang rnasih bisa dimanfaatkan).
(12).Diisi Satuan Barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan, sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m],luas (m-):unit;

buah; set dan sebagainya.
(13).Diisi Kuantitas kebutuhan rill yang dibutuhkan.
(14).Diisi Satuan kebutuhan rill yang dibutuhkan.
(15).Diisi keterangan dany atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
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NIP.

. , 20..
Pengguna Barang

A Program.....

2 Kuasa Pengguna Barang....

3)d11

Output .....
2) Kegiatan.....

Output .....
1)Kegiatan.....

B Program.....

Output .....
2)Kegiatan.....

Output .....
1)Kegiatan.....

A Program.....

1 Kuasa Pengguna Barang.....
(4) ..,.'. (5) . (6) ,/ .•m..••.•.•.'(3) ...•.......•.' (2)'.(1)

< .....•.•.•,.. ' ,' •...•, '.. '.' " ·t]~~;1(eiruf.l@lnPeme~8AUi. i.
Koridisi _ .•....••......•..••..,•....••.......\) '............•...•. •.. '.' .... .,.'.....•...•...••I·K~P.t""f'n"A.,l1gAnl

··ri.:(· ..•..;;w. 'ti.__...••.•..•~ '....•• un.. JUlblah..•.•..···· :sa:...•.....·..·tu.·.·.,an... . '~ •.' B •~" ....~ 1/ " '."'.. ..... -: ...• '....' ",.' ,

>.L '> .~All:1llV8nll a. '. ,.

Nam.~ r "'ltD)' i~tu8S1 "==',0 ',i ,y_~,_ ~. '"'' '.

.................. ' ...~.~~oafa#1/~~IO\1tput
, ...

No

USULAN RENCANAKEBUTUHAN BARANGMILIK DAERAH PEMELIHARAAN
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PEMELIHARAAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

B. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
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Petunjuk Pengisian:
(1). Diisi Nomor
(2). Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Output berdasarkan Rencana Kerja SKPD.
(3). Diisi Kode Barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggo1ongan & kodefikasi BMDyang berlaku.
(4).DiisiNamaBarang yang dipelihara sesuai pada kolom (3) berdasarkan kodefikasiBMDyangberlaku.
(5).Diisi Kuantitas Barang yang dipelihara.
(6).Diisi Satuan Barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),luas (m''),unit, buah, set dan sebagainya.
(7).Diisi Status BMDyang pemeliharaannya dapat dibiayai APBDseperti digunakan sendiri (HakMilik/HM)atauPinjam Pakai (PP).
(8).Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(9).Diisisesuai kondisibarang yang dipeliharajika Rusak Ringan(RR).
(10).Diisisesuai kondisibarang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(11).Diisiuraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(12).Diisi Kuantitas Barang yang diusulkan untuk dilakukanpemeliharaan.
(13).Diisi Satuan Barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang [rn], luas [m=],

unit, buah, set dan sebagainya.
(14).Diisi keterangan dan zatau informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan.
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NIP.

................. , 20 ..

PenggunaBarang

F Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

E Bangun Serah Guna (BSG)

D Bangun Guna Serah (BGS)

CKerja Sarna Pernanfaatan (KSP)

B Pinjarn Pakai

A Sewa
.. (7) ,':.',.(8) (9)' (10) (ll)

No TfUlun
Re.nster [perJJehan

" ,,' ',',

1()d~BatEUlg

(2) ."(il

!:taiaa
Perolehan

(4) , (St,,

, , ", ::

Naina Barang ,:'

USULAN RENCANAKEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN
PADA PENGGUNA BARANG RENCANA PEMANFAATAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

C. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN
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Catatan: Seandainya tidak ada barang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah
Gunaj KerjaSarna Penyediaan Infrastruktur, maka diisikan NIHIL.

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi NomorUrut.
(2) DiisiNarnaBarangantara lain: (A)disewakanj (B)pinjarn pakaij (C) KerjaSarna Pemanfaatanj (D)Bangun Guna Serahj (E) Bangun Serah

Gunaj (F)KerjaSarnaPenyediaanInfrastruktur.
(3) Diisi KodeBarang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna PemanfaatanjBangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj Kerja Sarna

Penyediaan Infrastruktur.
(4) Diisi NomorRegister barang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj

Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur (data di Simbada).
(5) DiisiTahun Perolehan barang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj

KerjaSarna Penyediaan Infrastruktur (data di Simbada).
(6) Diisi Harga Perolehan barang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj

KerjaSarna Penyediaan Infrastruktur (data di Simbada).
(7) Diisi Spesifikasi barang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj

Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur.
(8) Diisi KondisiBarang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj Kerja

Sarna Penyediaan Infrastruktur,jika Baik maka (B).
(9) Diisi KondisiBarang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj Kerja

Sarna Penyediaan Infrastruktur,jika Rusak Ringan maka (RR).
(10)Diisi KondisiBarang yang disewakanj pinjarn pakaij Kerja Sarna Pemanfaatanj Bangun Guna Serahj Bangun Serah Gunaj Kerja

Sarna Penyediaan Infrastruktur,jika Rusak Berat maka (RB).
(11)Diisi keterangan atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
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NIP.

................. , 20..
Pengguna Barang

F. Penyertaan modal pemerintah daerah

E. Hibah

D. Tukar-menukar

C. Penjulan (Diusulkan lelang/
dihapus]

B. Dikembalikan ke Pengelola melalui
BPKAD

A. Mutasi ke Pengguna/ OPDlain

.:.•\:L ,',.'.' ,;,'

",Ii.u-ga
Peroleban
"; (Rp.}.

,

, Nama Batang

USULAN RENCANAKEBUTUHAN BARANGMILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN
PADA PENGGUNABARANG (RENCANAPEMINDAHTANGANAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

D. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN
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Petunjuk Pengisian:
(1) DiisiNomorUrut.
(2) Diisi Nama Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelolamelalui BPKAD/akan dihapus / tukar­

menukar / akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.
(3) DiisiKode Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/

tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintahdaerah.
(4) Diisi NomorRegister barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan

dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.
(5) Diisi Spesifikasi barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelolamelalui BPKAD/ akan dihapua/

tukar-menukar'/ akan dihibahkan/ penyertaan modalpemerintah daerah.
(6) Diisi Tahun Perolehan yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/akan dihapus/

tukar-menukar / akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.
(7) Diisi Harga Perolehan barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan

dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.
(8) Diisi Akumulasi Nilai Penyusutan (Rp) barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui

BPKAD/akan dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.
(9) Diisi Nilai Buku (Rp) yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/

tukar-menukar / akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.
(10)DiisiKondisiBarang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelolamelalui BPKAD/akan dihapus/ tukar­

menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah, jika Baik maka (B).
(11)DiisiKondisi Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/

tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah, jika Rusak Ringanmaka (RR).
(12)DiisiKondisiBarang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelolamelalui BPKAD/akan dihapus / tukar­

menukar / akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah, jika Rusak Berat maka (RB).
(13)Diisi Nomor ID Inventaris barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/akan

dihapus/ tukar-rnerrukarZ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah (data di Simbada).
(14)Diisi keterangan danZatau informasi penting lainnya yang diusulkan.
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NIP.

. , 20 ..

Pengguna Barang

1 .

C. Hilang sudah dilaporkan kepada Penguasa
Barang MilikDaerah (Bupati Cirebon)
dilampiri Surat Kehilangan dari kepolisian

(S) ., «9f {lor·.... ....(11)..•.. (3) ....

Alautlu18.si 'NilEli.BukU No ID '.
Nilai " (Rp.) IJ:1Ven~8Keterahgim

(4) (5) (6) (7)

,.~() Spesifilcasi., .Tahun ~ga.
Rep.ter Sarang Peroleha.n Peralehan

.•.... ; l(Od~
.. -.)3aratJ,g

B. Menjalankan ketentuan undang-undang
1 .

A.Telah dipindahtangankan (Barang sudah
ditarik, tetapi SKPenghapusan belum ada
1 .

(2J(1)

.. ' ... . ...
.' NalUEl Barang

USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANAPENGHAPUSAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

E. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
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B

~ ,
o

I R': ~r MY RIVA'I
ITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1

23
~~~m"KABUPATEN CIREBON,

IMRON

BUPATICIREBON,

Ttd

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi Nomor Urut.
(2) Diisi Nama Barang yang diusulkan dihapus, antara lain: (A)barang tersebut sudah ditarik belum ada SK penghapusannya, (B)

nama barang yang dihapus karena menjalankan ketentuan Undang-Undang, (C ) nama barang yang hilang sudah dilaporkan kepada
Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.

(3) Diisi Kode Barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannyaj
menjalankan ketentuan undang-undangj hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.

(4) Diisi Nomor Register barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannyaj
menjalankan ketentuan undang- undangj hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.

(5) Diisi Spesifikasi barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannyaj
menjalankan ketentuan undang-undangjhilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.

(6) Diisi Tahun Perolehan barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannyaj
menjalankan ketentuan undang- undangj hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.

(7) Diisi Harga Perolehan (Rp) barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK
penghapusannyaj menjalankan ketentuan undang-undangj hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan
dari Kepolisian.

(8) Diisi Akumulasi Nilai Penyusutan (Rp) barang yang telah dipindah tangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK
penghapusannyaj menjalankan ketentuan undang-undangj hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat
Kehilangan dari Kepolisian.

(9) Diisi Nilai Buku (Rp) barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannyaj
menjalankan ketentuan undang- undangj hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.

(10)Diisi Nomor ID Inventaris barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK
penghapusannyaj menjalankan ketentuan undang- undangj hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat
Kehilangan dari Kepolisian.

(11)Diisi keterangan danjatau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
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NIP.

,. , 20..
Pengguna Barang

i (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 112) 1131 1141 (151 (16) (17) (18)(3)

Kode
Barang

. :< 10:, :i!\h;><i!):~! j,( ?,!( \\!./;' •..••../.. . RKBMD" / I,' '.' i

UsulaIl BMD I{~:ksn:!:r DataDaf~==g Dapat K~~~~.'..'M.:'.~t~ p.en'DP.':.d..~.'rF.IPejicarah' "Ket~r
..... .: . ,'" ,........lse~.'uUl, menu

Jumla > ...'.....••...•, JumIa·' .., .""'. . ' . ...........,....."•..•..(. an angan
Nama Barang h" Satuan i h Satuan KodeBarang NamaBarang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan

HASIL PENELAAHAN RENCANAKEBUTUHAN PENGADAANBARANGMILIK DAERAH
PADA PENGGUNABARANG (RENCANAPENGADAAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

A. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN

FORMATHASIL PENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN BARANGMILIKDAERAH
PENGADAAN,PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN,PEMINDAHTANGANAN,DAN PENGHAPUSAN

PADAPENGGUNABARANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 1
TAHUN 2023
TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
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NIP.

................. , 20..
Pengguna Barang

(2)(If (11) (12) (13) (14) (15)(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(3) (16) (17)
....

Kode
Barang -.

No. pemC;::han Keterangan
Programj Kegiatan/

Output

Barang yang Dipelihara

Nama B.a..ran..•g Jumla Satuan Status Kondisi Barang
h Barang B RR RB

Usulan Kebutuhan RKBMD
Pemeliharaan Pemeliharaan

Nama Jumla Satuan .yQn{lDillCtujui
Pemeliharaan h .: ~um1ah Satuen

HASIL PENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN PEMELIHARAANBARANGMILIK DAERAH
PADAPENGGUNABARANG(RENCANAPEMELIHARAAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

B. FORMAT HASIL PENELAAHANRENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
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NIP.

............................................... 20..
Pengguna Barang

No. Tahun Harga.Perolehan Spesifikasi Kondisi·Barana Ha$l Telaahan
No. NamaBarang Kode Barang Tidak KeteranganRegister Perolehan Rp. Barang B RR RB Disehijui Disetujui
(1) (2) (:3) .{4} (51 (6) (7) (81 191 (10) .tIll {12J (13)

HASIL PENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN PEMANFAATANBARANGMILIK DAERAH
PADAPENGGUNABARANG(RENCANAPEMANFAATAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

C. FORMAT HASIL PENELAAHANRENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN
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NIP.

................. , 20..
Pengguna Barang

Kondisi ..' 'Ha&ll Te~an
Barill'lg.. i' .":, . < I '..

.•.....' . N()IO Di~tI.ij ..TldalC ,.... .
• Inv.e.ntil "u'·i.· . Di···..·.· '.tuj..····u··Keterangan

S .>RR RB "8' '. SC:.' .
.'. 1. i., ..m··· .'. (S) (9)

.-.

HlitP Akum.lPasi ......: < '. •

~rolohan NQai. ,.........Nibli. ~~ku
(Rp:) ,Peny\l~u;ttiln. (Rp.)

(lq).) :
(51 .... (6)

. .

.'.

. .' . ..•. ~... No.. S~8ifika8i' Tanun ',
K~e ~at'fUlg ·.~~ter, "aar$hg rerol¢han

. " '.. .

F. Penyertaan modal pemerintah
daerah

E. Hibah

D.Tukar-menukar

C. Penjulan (Diusulkan lelang/
dihapus)

B.Dikembalikan ke Pengelola
melalui BPKAD

A.Mutasi ke Pengguna/
Perangkat Daerah lain

': .''.' (2)

. .' ...
No.

HASIL PENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN PEMINDAHTANGANANBARANGMILIK DAERAH
PADAPENGGUNABARANG (RENCANAPEMINDAHTANGANAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

D. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN
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23

BUPATEN CIREBON,

IMRON• I

Diundangkan di-Srimber
pada tariggal 6 Jan u a r i

L/I ~ _"-

SEK ~~rARI:'? DAB,"

HIEMY RIVA'I
A DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1

Ttd

BUPATI CIREBON,

NIP.

................. , 20..
Pengguna Barang

No Spesifikasi Tahun Harga Akumulasi Nilai No.1D HasilTelaahan
No. Nama Barang KodeBarang Nilai Tidak KeteranganRegister Barang Perolehan Perolehan Penyusutan Buku Inventaris Disetujui Disetujui
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A.Telah dipindahtangankan
(Barang sudah ditarik, tetapi SK
Penghapusan belum ada)

B.Menjalankan ketentuan
undang-undang

C.Hilang sudah dilaporkan kepada
Walikota Yogyakarta dilampiri
Surat Kehilangan dari
Kepolisian

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNABARANG (RENCANA PENGHAPUSAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

E. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
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NIP.

............................................... 20..
Pengelola Barang

(4) (5) (6) ('1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14, (15) (16) (17)'. (181:(1) .'. (2) (3)

'.
l(ua~ J)engguna

1';0; l3araftS'Pr'ograrn/ .... '
Kegiatan/ Output . Kode

Barang

.: '. . · . ';ii.·. 'Xi < < .'. ~MJ)
tJauJ.a.nB~t> •.•.~bU~~ Data Q~ta.r ~~ YaIl~Dapat K~~U~llM ~ Penp~aan.Y8.9B Cara' > .

=: ..•.•..••. ik!. . MakShnaI D1Op~a.lisa~", ............'"aMI:> Disetujtij."'" Pemenuh Keter

NamaBarang JU~la Satuan JU~la Satuan KodeBarang Nama Barang Jurnlah Satuan Ju~lah S~tuart Jurnlah Satuan an

HASIL PENELAAHAN RENCANAKEBUTUHAN PENGADAANBARANGMILIK DAERAH
PADA PENGELOLABARANG (RENCANAPENGADAAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

A. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN

FORMAT HASIL PENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN BARANGMILIKDAERAH
PENGADAAN,PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN,PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN

PADA PENGELOLABARANG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 1
TAHUN 2023
TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
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NIP.

. , 20..
Pengelola Barang

Barang yang Dipeliham Usulan Kebutuhan RKBMD
Prograill/ Kegiatan/ Pemeliharaan Pemeliharaan CamNo. Output Kode -: Nama Barang Jumla Status Kondisi &irang Nama < Jumle, YiUlg Disetujui Pemenuhan Keterangan

'.. ..
Barang h ',.Satuan Barang B RR RB Pemeliharaan h Satuan Jumlah SatUan

(U .. (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 1(10) (11) (12) (13) (14) {IS} (l61 (17)

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLABARANG (RENCANA PEMELIHARAAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

B. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
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NIP.

.................•............................. 20 ..

Pengelola Barang

No, T$hun Harga Perolehan Spesiflkasi Kondisi Barang Hasil Telaahan
No. Nama.Barang l(ode Barang Register Perolehan Rp. Barang B RR .RB Disetujui Tidak Keterangan

i -. ... Disetujui
'11 (2) (3) (4) ..... (5) .. (6) (7) (8) .. (9) (10) (11) (12) (13) ...

HASIL PENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN PEMANFAATANBARANGMILIK DAERAH
PADAPENGELOLABARANG(RENCANAPEMANFAATAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

C. FORMAT HASIL PENELAAHANRENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN
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NIP.

................. , 20 ..
Pengelola Barang

F. Penyertaan modal pemerintah
daerah

E. Hibah

D.Tukar-menukar

C. Penjulan (Diusulkan lelang/
dihapus)

B. Dikembalikan ke Pengelola
melalui BPKAD

A. Mutasi ke Pengguna/
Perangkat Daerah lain

:(16)., ($) '.0 :ii. (9)::, '••1(l()Ji·(nll.(12) ('13)········.....:(14) ,(15)....•.•.(:a)

Hasil Telaahan··Kondisi
Akumlliasi Sarahg

Nihii NUai8uku ~~. 'I;';;;;;;';~"" No ID Disetu' Tidak
.. -, Inventa ~ KeteranganPenyus\lt8ll . (Rp.) B' RR' RB ris ui Disetuju

(Rp.l ..... i

Harga
Perolehan

(Rp.)

.: :

•......•." No. S~siftka ..· ~ahun
Kode·~arang. ~ster' . BElrang·.·:. Petolehah

. . .

HASIL PENELAAHANRENCANAKEBUTUHAN PEMINDAHTANGANANBARANGMILIK DAERAH
PADAPENGELOLABARANG (RENCANAPEMINDAHTANGANAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

D. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN
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1

20 3
BUPATEN CIREBON,

Diunda.~:I>F~8H<'-1'I
pada
SEKr-Il-:~

IMRON

BUPATI CIREBON,

Ttd

NIP.

............................................... 20..
Pengelola Barang

No Spesifikasi Tahun Harga Akumulasi Nilai No.ID HasilTelaahan
No. Nama Barang KodeBarang Nilai Tidak KeteranganRegister Barang Perolehan Perolehan Penyusutan Buku Inventaris Disetujui Disetujui
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

a. Telah dipindahtangankan
(Barang sudah ditarik, tetapi SK
Penghapusan belum ada)

b. Menjalankan ketentuan
undang-undang

c. Hilang sudah dilaporkan kepada
Bupati Cirebon dilampiri Surat
Kehilangan dari Kepolisian

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLABARANG (RENCANA PENGHAPUSAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

E. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
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NIP.

.. , 20 ..

PenggunaBarang

Semula Menjadi Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Kebutuhan
Program/ Kegiatan Kode Maksimum Dioptimalkan RillBMD

No Nama Barang Keterangan/ Output Barang Alasan Kode Nama
[urnlah Satuan [umlah Satuan Perubahan [urnlah Satuan Barang Barang [umlah Satuan Iurnlah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1

IA.Yrogram ...
11).Kegiatan ...
a. Uutput ...

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

A.I. FORMAT USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN

FORMAT PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN, PEMELIHARAAN,
PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN

LAMPIRANIV PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 1
TAHUN 2023
TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
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NIP.

................. , 20..
Pengguna 8arang

12 13 14 15 16 171 3 4 5·6 7 8 9 102

", Semula Menjadi
Alasan ...

T, 1_1. ,.. . 1 T. .1.. 10. . .. . . .... Kcteranganv~mlr:u. Satuan ~u~ __• Satuan .Perubehan .,... . . .
I ..•.••

Kondisi
1.,._1_1.. Status Nama Pemeliharaan

Kode Barang Nama Barang ",UUI..U:U' Satuan B I-~Bi"":.aran~.. ~g~~.... . . .... arang
, ' ..'. B RR. 1m

No Program/ Kegiatan/
Output

11

.. Barang yang

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

A.2. FORMAT USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
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NIP.

................. , 20..
PenggunaBarang

F Kerja Sarna Penyediaan
Infrastruktur (KSPI)

E Bangun Serah Guna (BSG)

DBangun Guna Serah (BGS)

C Kerja Sarna Pemanfaatari
(KSP)

B Pinjarn Pakai

A Sewa

J:..l 13 14 ,15

Kon, ,di8i N ID' , "
Barang " o. . " Alaean , .
fJ3/RlY lnV:~8IPerubahan Keterangan
RS}

tS '!I IV 11

MenjadlSemula

NamaBarang

21

PERUBAHANUSULAN RENCANAKEBUTUHAN PEMANFAATANBARANGMILIK DAERAH
(PERUBAHANRENCANAPEMANFAATAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

A.3. FORMAT USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN
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NIP.

................. , 20..
Pengguna8arang

F. Penyertaan modal
pemerintah daerah

E. Hibah

D. Tukar-menukar

C. Penjulan (Diusulkan
lelana/ dihapusl

B. Dikembalikan ke Pengelola
melalui BPKAD

A. Mutasi ke Pengguna/
Perangkat Daerah lain

14 1511 ..\12 .'.' 13.....10..'.... 2 ". 3 4 .•' 5:' 6 7 .' .: 8 9"1, ..,....•

AIasan
Perubahan Keterangen

; Kolldisi
Spesifikasi B~g •.•....'NoJO
Barang (B/RR/RB)..lnventaris

'-/ .-,." - _- -_ - - -.::/_

Harga
Peroleha:n

Semula M~:njadi
1----,---+----=:,---1Kod B No. Tahun
Jumlah Satua:n Jumlah Satuan e arang Register Perolehan

,', .",.'.,

NamaBarang
. ...

No.

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMINDAHTANGANAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

A.4. FORMAT USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN
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NIP.

................. , 20..
Pengguna Barang

b.Menjalankan
ketentuan undang­
undang

a.Telah
dipindahtangankan
(Barang sudah
ditarik, tetapi SK
Penghapusan belum
ada)

1312108 n97654321

Semula Menjadi K k'B •......No.. Spe&ifika8~ Tahu~ pH~ ~~~asi..:::No.n>, Alaaan Ke·' .
_".'.'uml..all Satllan,·.. '·."\lm1.ab,S..·'~.: '..... 0 e. ~ ~giste~ -,Barang Perolelu:in er.(oR..p'.) an Peqy'll.ufan .•.IrivenUlri. Perubaha,n·· terangan
_;'VI ~I, - , ...,.., " '(rq)) .. '" 1RP) .:

NamaBarang

161514

c.Hilangsudah
dilaporkan kepada
Bupati Cirebon
dilampiri Surat
Kehilangan dari
Kepolisian

No.

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGHAPUSANBARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHANRENCANAPENGHAPUSAN)

NAMA PERANGKATDAERAH
TAHUN .

A.S. FORMATUSULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
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NIP.

. , 20..
Pengelola Barang

HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAHPENGADAAN
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN_.. __....

B.1. FORMAT HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN

FORMAT HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAHPENGADAAN,
PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN
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NIP.

................. , 20..
Pengelola Barang

16 17 18 19. ". ......••.ao3 4- 5 .•...•.6. 7 t a 9 10 11 ".... 12 13 . 14 15

.. '. Perubahan
. RKBMD yang Cara ...•••.

e~~':', Disettliui Pemeliha't KeterangaIl
~umlah Satuan aan.' '.. :

BarangYangpipelihara Naina ~emula M~njadi ....
i--K-ode· _,_ Nam+··· --. a-""I-..-.,.. ""-' ·_·s-taiu-···· s~Ko-n....,d..,..is.,_iB.,...·ar-an-"'-I'l'gPemeliharaan ..' . .••. ,•• '.' .:
Barang Barang ""umlah Satuan Barang B RR RB Jumlah Satuan uumlah SatuaIl

Program/ Kegiat$/No. '. Output

HASIL PENELAAHAN PERU BAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
(PERU BAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

B.2. FORMAT HASIL PENELAAHAN PERU BAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
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NIP.

................. , 20..
Pengelola Barang

.Kondl$i Hun

No. Nama Barang Kode Barang No Register TahlJn Harga Perolehan Spe8lfikasiBarang ::. .ttlaahan Keterangan.. ...•Perolehan (Rp.) ::... .',pe""bahan
.... Batang Tldak

(1) (2) (3) (4) (5) J6} (7) (8) (9) (10) (11) (12) (.13)

HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN
(PERUBAHANRENCANAPEAMANFAATAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN .

B.3. FORMAT HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN
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NIP.

.............. , 20..
PengelolaBarang

F. Penyertaan modal pemerintah
daerah

E. Hibah

D.Tukar-menukar

C. Penjulan (Diusulkan lelang/
dihapus]

B. Dikembalikan ke Pengelola
melalui BPKAD

A.Mutasi ke Pengguna/
Perangkat Daerah lain

. . .... (3" ..... (4) ...(5) :', (6)(11 ' .. '

HASIL PENELAAHANPERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAHPEMINDAHTANGANAN
(PERUBAHAN RENCANAPEMINDAHTANGANAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

B.4. FORMAT HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMINDAHTANGANAN
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IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

NIP.

.............. , 20..
Pengelola Barang

No Spesifikasi Tahurt Harga Akumulasi Nilai No.ID HasilTelaahan
No. Nruna Barang KodeBarang Nilai Tidak KeteranganRegister Barang Perolehan Perolehan Penyusutan Buku Inventaris Disetujui Disetuiui
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

a. Telah dipindahtangankan
(Barang sudah ditarik, tetapi SK
Penghapusan belum ada)

b.Menjalankan ketentuan
undang-undang

c. Hilang sudah dilaporkan kepada
Bupati Cirebon dilampiri Surat
Kehilangan dari Kepolisian

HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
(PERUBAHAN RENCANA PENGHAPUSAN)

NAMAPERANGKATDAERAH
TAHUN .

B.S. FORMAT HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PENGHAPUSAN
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